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Internet

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Kemajuan
teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih
mudah dan cepat. Sistem Internet memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan
transportasi, makanan hingga pelayanan kesehatan dilakukan secara Internet. Belakangan ini,
banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui aplikasi secara Internet. Dengan
adanya pelayanan kesehatan melalui aplikasi secara Internet pasien dapat menghemat waktu
dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam
pelayanan kesehatan berbasis aplikasi Internet dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi
pasien, dokter dan mitra aplikasi dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi Internet. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa
buku, artikel dan perundangundangan yang terkait. Penelitian ini mendapatkan hasil,
yaknihubungan antara perusahaan aplikasi dan pasien merupakan hubungan independen,
hubungan antara perusahan aplikasi dan dokter, apotek, ataupun pihak lainnya merupakan
hubungan kemitraan, dan hubungan antara pasien dengan mitra perusahaan aplikasi adalah
hubungan anatara penyedia dengan pengguna dari barang dan/atau jasa. Tanggung jawab
perusahaan aplikasi sebenarnya hanya sebatas mengenai penggunaan aplikasi. Sedangkan,
tanggung jawab terhadap risiko yang diterima pasien merupakan tanggung jawab dari mitra
dari perusahaan aplikasi bersangkutan yang muncul akibat kelalaian dan kurang hati-hati dalam
menjalankan tugas profesionalnya atau tidak dipenuhinya hak-hak pasien yang telah diatur
dalam undang-undang.

Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Internet; Hubungan Hukum; Perlindungan Hukum

Menyetujui,
Palembang, 8 Juli 2021
Pembimbing Ujama / Pembimbing Pembantu
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan kesehatan adalah salah satu unsur dari sebuah kesejahteraan
umum yang sangat harus diperhatikan dan diwujud oleh pemerintah sesuai dengan
cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan Kketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial®.

Revolusi digital di bidang kesehatan ini didorong oleh pesatnya teknologi
dan inovasi di bidang kesehatan yang semakin mengarah pada teknologi
kesehatan yang bersifat inklusif dan memungkinkan penggunanya untuk
melakukan banyak hal, mulai dari berbagi dan mencari informasi kesehatan,
berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan resep, bahkan mengunduh berkas
kesehatannya. Perkembangan teknologi memaksa perubahan yang dramatis di
berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Kemudahan berbagi informasi
merupakan inovasi yang menjadi kata kunci revolusi teknologi kesehatan.

Di dunia internasional pengobatan jarak jauh (Telemedicine), diagnosis
prediktif, sensor melalui tubuh dan serangkaian aplikasi canggih mengubah cara

manusia mengelola kesehatannya. Di Indonesia, perjalanan ke arah kemudahan

1 Muhammad Hutomo,Kurniawan, Wira Pria Suhartana “Perlindungan hukum terhadap
pasien pengguna jasa layanan Kesehatan Internet” \Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020
1



tersebut semakin terbuka, kini pengobatan jarak jauh semakin dimungkinkan,
orang mulai menggunakan perangkat elektroniknya untuk berkonsultasi dengan
dokter, berbagi informasi kesehatan antar sesama pasien, memesan dan membeli
obat, dan bahkan untuk mengambil data kesehatan pasien. Di Indonesia masih
sedikit yang menggunakan aplikasi kesehatan, sekitar 10% dari jumlah penduduk
di Indonesia. Belum semua wilayah di Indonesia terjangkau dan memiliki kualitas
Internet yang baik.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia tahun 2017 menyatakan
bahwa sebanyak 51% masyarakat yang menggunakan aplikasi kesehatan
memanfaatkan untuk mencari informasi kesehatan, dan sebanyak 14,05%
menggunakannya untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan. Dalam survei, para
pengguna yang menggunakan aplikasi di bidang kesehatan mengungkapkan
bahwa kepraktisan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi menjadi
pertimbangan utama dalam menggunakan aplikasi kesehatan. Selain itu, faktor
lain adalah biaya yang rendah pilihan yang bervariasi yang menjadi pertimbangan
penggunaan aplikasi kesehatan. Sebanyak 61,2% memilih untuk tidak
menggunakan aplikasi kesehatan karena kurang percaya (trust). Hal itu
dikarenakan kekhawatiran pengguna adalah mengenai keamanan data pribadi,
miskomunikasi, akurasi diagnosis, dan perlindungan hukum bagi pengguna.
Fakta ini kian menguatkan kemunculan revolusi pengelolaan kesehatan di
kalangan masyarakat. Hasil dari studi yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia,
Bahar Law Firm, dan Chapters Indonesia ini kemudian akan diserahkan kepada

pemerintah sebagai masukan bagi kementerian terkait dalam rangka mendorong



perbaikan infrastruktur di bidang e-Health dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan kemajuan e-Health di masa depan?

Dalam Pengembangan kesehatan meliputi upaya kesehatan dari sumber
daya yang dimiliki haruslah dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan
guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang awalnya
menitikberatkan pada upaya penyembuhan penderitaan secara berangsur-angsur
berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena
itu, pelaksanaan jaminan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif),
penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitasi) harus
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara
pemerintah dan masyarakat®.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk
meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan
diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Perangkat hukum tersebut
hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang akan
terjadi dalam kurun waktu mendatang. Untuk itu perlu penyempurnaan dan
pengintegrasian perangkat hukum yang sah.

Atas dasar pertimbangan di atas maka dikeluarkan berbagai peraturan

perundangan di bidang kesehatan, yang pada intinya bertujuan:

2Yanita Petriella , Penggunaan Aplikasi Kesehatan di Indonesia Baru 10% dari Total
Penduduk 2019 diakses pada tanggal 26 maret 2021 pukul 15.21
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatan-di-
indonesia-baru-10-dari-total-penduduk

8 H.Zaeni Asyhadie,S.H.,M.Hum. aspek-aspek hukum Kesehatan di Indonesia, 2017
Depok: Rajawali pers, him 1-2
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https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatan-di-indonesia-baru-10-dari-total-penduduk%20(26
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190819/12/1138279/penggunaan-aplikasi-kesehatan-di-indonesia-baru-10-dari-total-penduduk%20(26

. Asas dan tujuan yang menjadi landasan dan memberikan arah
pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya Kesehatan
untuk meningkatkan kesehatan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
tanpa membedakan status sosialnya.

. Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang
optimal serta wajib untuk serta di dalam memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan.

. Tugas dan tanggung jawab pemerintah pada dasarnya adalah mengatur,
membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta
menggerakan peran serta masyarakat.

. Upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan  melalui  pendekatan  peningkatan  kesehatan,
pencegahan penyakit, dan kesinambungan melalui pendekatan peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan.

. Sumber daya Kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan Kesehatan,
harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya dengan
pengertian bahwa sarana pelayan kesehatan harus tetap memperhatikan
golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak semata-mata mencari
keuntungan.

. Ketentuan pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayan

Kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang kesehatan.



Penyelenggaraan pengembangan kesehatan sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat mewujudkan
kesehatan yang optimal.

Pengembangan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua kehidupan
masyarakat baik fisik, mental maupun sosial-ekonomi dengan segala
perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai
pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Karena itu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan pembahasan di bidang
kesehatan melalui sarana hukum, yang selama ini disebut hukum kesehatan.*

Keberhasilan dalam pengembangan di berbagai bidang dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
dan kesadaran akan hidup sehat. Dalam era globalisasi saat ini telah membawa
perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan.
Perkembangan teknologi informasi telah menjadi tanpa batas dan menyebabkan
perubahan sosial secara signifikan demikian cepat °.

Dengan adanya fenomena pelayanan kesehatan berbasis Internet ini

berhubungan erat dengan pelayanan kesehatan yang secara yuridis merujuk pada

4 Ibid
5 Devina Martha, Budiharto, Siti Mahmudah “perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam pelayanan Kesehatan berbasi aplikasi Internet” Vol 8, No,3 tahun 2019



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam Pasal 1 Ayat
(11) yakni upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, juga mengatur
mengenai perlindungan bagi pasien atau masyarakat diatur dalam Undang-
Undang ini Namun, Undang-Undang ini tidak memberikan gambaran yang
menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan yang berbasis Internet yang
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Atas perubahan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagai wadah aplikasi Internet tersebut.®

Beberapa contoh perusahaan aplikasi dalam pelayanan Kesehatan Internet
Indonesia adalah:

1 Alodokter adalah aplikasi yang menawarkan informasi seputar kesehatan
untuk macam-macam penyakit, obat dan tips hidup sehat. Selain mencari
informasi, pengguna juga dapat berkonsultasi langsung kepada dokter.’

2 Good Doctor adalah aplikasi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan
yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi
setiap orang di berbagai wilayah Indonesia. Terlebih di masa pandemi, saat

orang-orang ragu untuk mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau

6 Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika 2016
https://jdih.kominfo.go.id/produk _hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+t
anggal+25+november+2016 (diakses pada 8 April 2021) pukul. 09.34 wib

7 Alodoketr 2021 https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan (diakses pada 5 februari
2021) pukul. 15.00 wib



https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang%2Bnomor%2B19%2Btahun%2B2016%2Btanggal%2B25%2Bnovember%2B2016
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang%2Bnomor%2B19%2Btahun%2B2016%2Btanggal%2B25%2Bnovember%2B2016
https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan

fasilitas kesehatan lainnya, Good Doctor memberikan pilihan yang lebih
aman bagi setiap orang yang ingin berkonsultasi dengan dokter®

3. Klikdokter adalah aplikasi yang menawarkan solusi untuk permasalahan
kesehatan yang menghadirkan layanan konsultasi dan media informasi
seputar Kesehatan serta menghadirkan fitur direktori yang bisa di akses
oleh siapapun.

4. Halodoc adalah pelayan agar pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter,
membeli obat melalui jaringan internet dari apotek dan layanan untuk
mengecek  hasil laboratorium  melalui  Internet. Layanan ini
memungkinankan petugas dapat mengambil darah pengguna di rumah atau
kantor mereka.®

5 Practo adalah penawaran berbagai macam fitur kesehatan yang
memberikan kemudahan pengguna untuk menemukan dokter yang sesuai
dan dapat berkonsultasi dengan dokter-dokter berlisensi.

6. Dokter diabetes adalah aplikasi yang menawarkan pelayanan berkonsultasi
dengan dokter selain itu juga pengguna dapat melakukan check up record
untuk mencatat kadar gula darah, berat badan dan asupan.

7. ApaSakitKu (ASK) adalah aplikasi Kesehatan yang akan membantu
membuat keputusan tentang kesehatan. ASK juga akan memberikan

berbagai macam informasi Kesehatan yang disusun secara khusus oleh tim

8 Yudistira Imandiar “Aplikasi Good Doctor Siap Bantu Masyarakat Akses Layanan
Kesehatan“2021 https://news.detik.com/berita/d-5474183/aplikasi-good-doctor-siap-bantu-
masyarakat-akses-layanan-kesehatan (diakses pada 16 Maret 2021) pukul 21.00 wib

9 Halodoc 2021 https://www.Halodoc.com/syarat-dan-ketentuan (Diakses pada 5 februari
2021) 09.30 wib



https://news.detik.com/berita/d-5474183/aplikasi-good-doctor-siap-bantu-masyarakat-akses-layanan-kesehatan
https://news.detik.com/berita/d-5474183/aplikasi-good-doctor-siap-bantu-masyarakat-akses-layanan-kesehatan
https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan

dokter, Dan melalui aplikasi ini diharapkan pengguna akan lebih paham

tentang Kesehatan Ketika harus berdiskusi dengan dokter °
Sebagai perkembangan konsultasi dan pelayanan kesehatan menjadi
pengoperasian menggunakan media Internet yang dalam perkembangannya
terbilang baru dan masih jarang diketahui masyarakat, hal ini menjadikan bentuk-
bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab para pihak menjadi perlu
diperhatikan mengingat bentuk kerugiaan dan wanprestasi yang dapat
ditimbulkannya!’. Perjanjian berbentuk transaksi elektronik yang digunakan pada
pelayan kesehatan Internet jelas menunjukkan segi hukum teknologi. Informasi
menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu Teknologi Informasi adalah
suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dengan
demikian, pelaksanaan atas perjanjian yang berbentuk transaksi -elektronik
informasi. Dalam hal ini, asas-asas perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak
serta prosedur pembuatan perjanjian tertulis juga harus disesuaikan dengan hukum
teknologi dan informasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku sebagai lex specialis terhadap
ketentuan-ketentuan umum tentang hukum perjanjian yang diatur dalam Buku 111

KUH Perdata, yang mengatur mengenai informasi, dokumen, dan tanda tangan

10 Claudia Martha A “Praktis! Kini hadir Aplikasi kesehatan Online” 2020 diakses pada 24
maret 2021 pukul 20.29 wib
https://www.kompasiana.com/claudia07329/5e1e8¢93097f3628dc01d6c2/aplikasi-pelayanan-
kesehatan-online?page=all

UMuhammad Hutomo,Kurniawan, Wira Pria Suhartana “Perlindungan hukum terhadap
pasien pengguna jasa layanan Kesehatan Internet” V0l.8 No.3 Edisi Agustus 2020


http://www.kompasiana.com/claudia07329/5e1e8c93097f3628dc01d6c2/aplikasi-pelayanan-
http://www.kompasiana.com/claudia07329/5e1e8c93097f3628dc01d6c2/aplikasi-pelayanan-

elektronik. Secara Umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti
yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.*?

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini
bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya
perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam
negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.
Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga
negaranya sebagai manusia.

Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan amanat dari pasal 28G ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga.kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan nya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Data pribadi di
bidang Kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan
lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam
medis yang memang bersifat sangat rahasia, 13

Dari kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi yang menyediakan layanan

Kesehatan berbasis Internet masih tetap menjadi pusat perhatian belakangan ini

12 Devina Martha, Budiharto, Siti Mahmudah “perlindungan hukum terhadap konsumen
dalam pelayanan Kesehatan berbasi aplikasi Internet” Vol 8, No,3 tahun 2019

13 Hardys,elisatris,anita “urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan
Kesehatan berbasis teknologi di Indonesia” vol 8, No.2, tahun 2020
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dimana melihat kondisi Indonesia yang masih mengalami wabah Coronavirus
Disease 19 (Covid-19) yang mulai terhitung pada bulan Maret 2020 hingga saat
ini dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai masih belum memiliki payung
hukum yang pasti, padahal dalam suatu transaksi sangat dimungkinkan adanya
pihak yang dirugikan. Untuk tujuan memperjelas kedudukan aplikasi yang
menyediakan pelayan Kesehatan berbasis Internet serta perlindungan konsumen
dalam pelayanan Kesehatan berbasis aplikasi ialah yang menjadi dasar dilakukan
penelitian dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS INTERNET”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di
atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:
1. Bagaimana Dasar hukum Atas Aplikasi yang digunakan masyarakat dalam
pelayanan Kesehatan berbasis Internet di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak (pasien, dokter, dan mitra
aplikasi) dalam pelayanan Kesehatan berbasis Internet di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelayanan
Kesehatan berbasis Internet?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk memahami legalitas dalam aktivitas penggunaan pelayanan

Kesehatan berbasis Internet yang ada di Indonesia
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2. Untuk memahami hubungan hukum para pihak dalam pelayanan

Kesehatan berbasis Internet di Indonesia

3. Untuk memahami bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap

masyarakat dalam pelayanan Kesehatan berbasis Internet

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan

sumbangan pemikiran, menambah pengetahuan, membuka wawasan

serta memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya

hukum perdata yaitu terhadap masyarakat dalam pelayanan Kesehatan

berbasis Internet

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan jawaban atas masalah yang diteliti

yang kemudian dapat bermanfaat sebagai pegangan dan sumbangan

pemikiran bagi:

3)

b)

Bagi Masyarakat pengguna pelayanan Kesehatan berbasis Internet
Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan
kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan Kesehatan berbasis Internet dengan
mengikuti perkembangan zaman.

Bagi Dokter Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan

pengetahuan khususnya di dalam Perlindungan Dokter terhadap
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Aplikasi Kesehatan berbasis Internet guna memberikan keamanan
dan kenyamanan bagi dokter untuk menjalankan kewajibannya
sebagai dokter
¢c) Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri Diharapkan disamping
memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya, juga untuk menambah pengetahuan serta
wawasan di bidang Hukum Perdata khususnya pada Illmu Hukum
Kesehatan
E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang
menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan
membatasi area penelitian*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta
menghindari pembahasan skripsi tidak menyimpang, maka ruang lingkup
penulisan skripsi hanya terbatas pada:
1. Hubungan hukum antara perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam
pelayanan Kesehatan berbasis Internet.
2. Bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam
pelayanan Kesehatan berbasis aplikasi Internet.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori yang ditujukan untuk dapat memberikan sebuah gambaran

atau Batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian

14 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011. him. 111.
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yang akan dilakukan *°. Teori adalah adalah seperangkat bagian variable, definisi,

dalil,

dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah

pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara

variabel, dengan tujuan menjelaskan alamiah®®

Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan skripsi ini.
1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam
suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk
membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan
kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh
prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang
merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka
pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk
melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam
makna perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan
bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald

34-35

15 |.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.hIm

16 Ismaya Dwi Agustina “teori-teori hukum” 2012

https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/ diakses pada tanggal 20
februari 2021 pukul 15.00 wib
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menjelaskan: “That the law aims to integrate and coordinate various
interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic
interest on the other”*’ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara
membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan
hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang
mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui
upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang
memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui strategi  dan
kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama
diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi
olen hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-
kepentingan  umum  (public  interest),  Kepentingan-kepentingan
kemasyarakatan (social interests), kepentingan-kepentingan pribadi (private
interests).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung
tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “Rights are best

understood as trumps over some background justification for political

17 JP. Fitzgerald, salmond on Jurisprudence, sweet & Maxwell, London, 1966, him. 53.
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decisions that the state at goal for the community as a whole”*® (hak paling
tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar
belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi
masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara
pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan — umum.
Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk
meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus.

Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud
Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai
yang mendasari perumusan itu”. Hakikat hak begitu berharga sehingga
memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf VVon Jhering, memandang
bahwa, “hak adalah kepentingan kepentingan yang dilindungi oleh
hukum”?®,

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional,
perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak
kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras,
lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan
keluarga.”Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama

bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.”?°

18 |_awrence Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 2017 him. 164

19 peter Mahmud Marzuki, Pengantar limu Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2006, him. 176

20Agus yudho Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial, Laksbang
Mediatama, Yogyakarta, 2008 him. 45
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Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang
hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan
kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya
adalah adanya kewajiban pada orang lain.”?* Hak merupakan sesuatu yang
melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah
diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola
kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum
diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara
karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan
bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.
Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1.
Unsur perlindungan; 2.Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila
prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.”’2

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak,
sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan
yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”?® Hukum harus
mempertimbangkan  kepentingan  kepentingan secara cermat dan
menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk
dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi

dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai

21 1bid him. 55
22 Satjipto Rahardjo, Teori Hukum Strategi tertib manusia lintas ruang dan General, Genta

Publishing, Yogyakarta, 2010 him. 44

23 |bid him. 221
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sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan
pengaturan yang adil.”?*

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari
fungsi hukum, vyaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, Kketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun
pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum
sebagai berikut:

a.  Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya
upaya melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara
mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya
untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa Yyang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk
mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan
manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

c.  Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama

manusia.

24 Ppeter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2006, him. 189
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d.  Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan.
Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam
hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan
hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang
memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,
permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si
lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan
bagi pekerja terhadap pengusaha.?®

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal
yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda
atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman
yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan
demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum
atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga
pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penggunaan
dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia.2®

25 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009,
him 10

26Nasrullah  Rifaat  “perlindungan  hukum dari segi pelayanan Kesehatan”
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 18 Maret 2021.
Pukul 19.03 wib
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19

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum
pria maupun wanita. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari
bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah
suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan
aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam
bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun
tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,
yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum
dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitive;

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum
dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.?’

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat
Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada
pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.
Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan

perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat

27 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat dilndonesia, PT.Bina limu, Surabaya,1987, him 4
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perlindungan dari hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga
masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang
menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan
bersama.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum terhadap pelayanan
Kesehatan berbasis Internet untuk saat ini belum dapat memenuhi
kepercayaan masyarakat terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat
mengakses Internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media
elektronik akan menyebar dengan cepat. Di bidang pelayanan kesehatan,
data pribadi pasien pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan.
Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data
jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta
kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah
sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis,
laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen.
Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-
health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang

merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum
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yang baru yaitu sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat
melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih
mudah melalui kemajuan TIK. Hingga saat ini peraturan yang ada (existing
law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi
pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam
beberapa Peraturan Perundang-undangan .
2. Teori Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak
dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan
pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini
merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas
kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi
terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien
berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah
Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk
menyembuhkan pasien. Kedudukan hubungan antara dokter dan pasien,
meskipun telah mengalami perkembangan, tetapi secara umum hubungan
tersebut sampai sekarang sifatnya masih paternalistic, dimana dokter masih
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat sebagai pengobat
dari pasien yang sedang berada dalam kondisi tubuh yang tidak

menguntungkan atau sakit.?

28 pProf.Dr.H.Muntaha,SH.,MH hukum pidana malpraktik pertanggungjawaban dan
penghapusan pidana, Jakarta: Sinar Grafika 2017. him 54
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Perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini semakin maju, salah
satunya ditandai dengan era globalisasi di segala bidang, baik dari segi
teknologi informasi maupun dari segi teknologi kedokteran. Dengan adanya
perkembangan tersebut kerahasian profesi dokter mulai terbuka, sementara
keamanan pasien terhadap Kesehatan berangsur mengalami perubahan ke
arah masyarakat terdidik dalam bidang Kesehatan. hal ini terlihat dari
adanya hubungan antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan Kesehatan
dimana pasien tidak lagi sepenuhnya pasrah kepada dokter.?°

Menurut king hubungan dokter dan pasien memang mengandung
persetujuan Bersama antara para pihak, sehingga pada umumnya dianggap
timbul dari suatu kontrak yang sekurang-kurangnya dibuat secara diam-
diam, tetapi tidak selalu demikian, lagi pula, terdapat suatu hubungan antara
dokter dan pasien berdasarkan suatu kewajiban pemberian pertolongan
medik yang dibebankan oleh masyarakat kepada dokter melalui prinsip Tort,
dan bukan sebagai suatu peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antara
para pihak. Oleh karena itu, kewajiban dokter hendaknya dilihat sebagai
sesuatu yang sebagian besar didasarkan pada suatu hubungan profesional
medik, yaitu suatu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa konteks dan
yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban terlepas dari perjanjian yang

dibuat oleh para pihak.*

29 |bid him 55

80 Dr.Veronica Komalawati,S.H.,M.H peranan informed consent dalam transaksi
terapeutik  (persetujuan dalam  hubungan dokter dan pasien) suatu tinjauan
yuridis.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2002.hIm 85
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King mengemukakan bahwa ada dua teori hukum yang menunjang
adanya suatu hubungan antara dokter dan pasien, yaitu:
a. Contract Theory

Contract theory, merupakan pemikiran bahwa jika seseorang
dokter setuju untuk merawat orang dengan imbalan honor tertentu, maka
dapat diciptakan pengaturan kontraktual yang disertai hak dan tanggung
gugatnya. Jika para pihak secara nyata mencapai persetujuan mengenai
syarat perawatan, maka dapat timbul kontrak nyata.3!

Teori ini memberikan dasar yang memuaskan bagi terciptanya
hubungan antara dokter dan pasien dalam kebanyak situasi yang
menyangkut pelayanan medik, termasuk situasi yang tidak diliputi oleh
suatu kontrak. Selain itu juga terdapat hubungan insidentil, yaitu jika
pelayanan dokter dibayar oleh orang yang bukan penerimaan
pelayanan.®2
b. Undertaking Theory

Undertaking Theory, menurut King, memberikan dasar bagi
terciptanya hubungan antara dokter dan pasien dalam kebanyakan situasi
yang menyangkut pelayanan medis, termasuk situasi yang tidak diliputi
kontrak. Selain itu, juga terdapat hubungan insidental, yaitu jika
pelayanan dokter dibayar oleh orang yang bukan penerima pelayanan.

Namun, karena tujuan utama pelayanan medis adalah memberi perawatan

31 Edi Sismarwoto “kontestasi norma hak gugat pasien dengan norma adekuat dalam pasal
32 huruf ¢ UU Rumah Sakit"Vol .14/No.2 Edisi Oktober 2017

32 Dr.Veronica Komalawati,S.H.,M.H peranan informed consent dalam transaksi
terapeutik(persetujuan ~ dalam  hubungan  dokter =~ dan  pasien) suatu tinjauan
yuridis.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti 2002.him 85
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dan pengobatan, hubungan antara dokter dan pasien umumnya ditemukan
di bawah teori third — party beneficiary atau Undertaking Theory. Hal ini
dianggap tepat, terlepas dari masalah pelayanan itu gratis atau dibayar
oleh orang lain yang bukan penerima pelayanan.

Dari pandangan king tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan
antara dokter dan pasien perlu diperhatikan bukan ada atau tidaknya suatu kontrak
yang melandasinya, melainkan adanya hubungan profesional dalam pelayanan
medik yang dititik beratkan pada pemberian pertolongan yang didasarkan pada
kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.

Menurut Pohan dalam banyak hal hubungan pemberian pertolongan dalam
pelayanan medik adalah didasarkan atas persetujuan antara dokter dengan pasien
atau dengan pihak ketiga, sehingga dokter berkewajiban memberikan perawatan
dan pengobatan. Hal ini disebut sebagai perjanjian medik, dan dianggap sebagai
man perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1602 BW atau sebagai perjanjian Sui Generis.**

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan hukum antara Dokter dan
Pasien selaku para pihak yang menggunakan aplikasi pelayanan Kesehatan
berbasis Internet tersebut Hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien
melalui aplikasi Internet penerapan hubungan hukumnya tidak sempurna
dibandingkan hubungan hukum yang terjalin antara dokter dan pasien secara
konvensional, karena dalam pelayanan kesehatan melalui media Internet

hubungan hukum yang terjalin hanya karena adanya penyampaian informasi

33 |bid.
34 1bid him.87
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medis seperti diagnosis, terapi dan kemungkinan alternatif terapi lain, cara kerja
dan pengalaman dokter yang melakukannya, risiko, keuntungan terapi prognosis
dan lain sebagainya.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam
memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.® Dalam penyusunan
skripsi ini penulis mengambil beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan
data, yaitu:
1. Jenis penelitian
Penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.®® Penelitian
merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan
maupun teknologi. Hal ini dikarenakan penelitian bertujuan menemukan
atau mengungkapkan kebenaran konsisten, metodologi dan sistematis. Jenis
penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini,
acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

Perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai

35Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006,
him. 42
36 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010, him. 35.
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kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas.®’

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang selalu diterapkan dalam setiap ilmu selalu
disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.*®Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Spesifik penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis,
yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif
yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini*®.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini
adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a Pendekatan Perundang-undangan atau statute approach adalah

suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji
peraturan Perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu

hukum yang sedang diteliti.*°

87 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2013, him. 118.

38 Yanita Petriella , Penggunaan Aplikasi Kesehatan di Indonesia Baru 10% dari Total

Penduduk 2019 https://ejournal13.undip.ac.id/index.php/dlr/, diakses pada tanggal 27 februari
2021 pukul. 17.00 wib

39 1bid
40 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2011, him.95.
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b. Pendekatan konseptual atau conceptual approach adalah
pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian
hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan
dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti
dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan
isu yang dihadapi.**

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
utama. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya®’. Dalam
penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data
sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan
(Library Research), jadi berdasarkan penjelasan tersebut jenis data (bahan
hukum) penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek
penelitian, yaitu:

1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

41 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, him. 166-167.
42 |bid, him. 30.
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) Staatsblad

Nomor 23 Tahun 1847

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821

4) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952

6) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine
Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 890
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan Pustaka yang memuat
informasi tentang bahan hukum primer atau merupakan bahan-bahan
hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder ini diantaranya terdiri dari:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian

2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian
3) Jurnal

4) Artikel

5) Surat kabar

6) Website (World Wide Website) Internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3) Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
studi Pustaka, yaitu penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan
tersier yang telah dikumpulkan seperti mempelajari buku-buku, literatur-

literatur (Literatur, hasil Penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan
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buletin ilmiah), hasil penelitian hukum dan media elektronik, Adapun secara

jelas dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3)

b)

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum
primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan
mencatat ke dalam penelitian tentang asas-asas dan norma hukum
yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan
alat analisis pada masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum
sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu
hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan
masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum
tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum,
kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat
memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan

pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya

ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif

kualitatif yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul diolah dan
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dilakukan penjabaran secara sistematis sehingga diperoleh hasil
bahasan atau paparan yang sistematis sehingga dapat dimengerti.*3
Deskriptif kualitatif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu
suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna dari
aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan
permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.** Materi atau bahan-
bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis
muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan

norma dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

6. Teknik Penarikkan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam menyusun skripsi ini
menggunakan metode berfikir Deduktif, yaitu proses pengambilan
kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang keberadaanya
telah ditentukan. Dalam metode ini menerapkan hal-hal yang umum
terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya

yang khusus.*®

43 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003, him.70.

44 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 107.

45 |bid him. 125
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